ABSTRAK

Pencantuman klausula baku yang merupakan isi dan syarat-syarat dalam suatu
perjanjian merupakan hal yang tidak dapat dihindari ini merupakan wujud dari
kebebasan berkontrak bagi para pelaku usaha dan konsumen. Tetapi bagi
konsumen, ini merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena konsumen
dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima perjanjian tersebut atau
menolaknya. Oleh hukum diragukan apakah perjanjian baku ini sah dan mengikat.
Poin penting yang menjadi rumusan masalah yakni Bagaimanakah kedudukan dan
keabsahan klausula baku pada Go-Pay Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Klausula-klausula
apa saja dalam Syarat dan Ketentuan Gopay yang bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga
merugikan konsumen dalam memperoleh hak-haknya terhadap Gopay. tinjauan
umum tentang klausula baku, keabsahan pencantuman klausula baku ditinjau dari
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni melalui proses
penelitian terhadap bahan pustaka yang kemudian dianalisa berdasarkan kaitannya
dengan rumusan permasalahan. Penggunaan klausula baku bersifat praktis dan
sangat menguntungkan mengingat banyaknya kontrak yang dibuat oleh pelaku
usaha dalam satu harinya. Dalam pelaksanaannya banyak sengketa yang terjadi
yang timbul akibat permasalahan mengenai klausula baku. Peran pemerintah dan
BPSK diperlukan dalam mengawasi penggunaan klausula baku. Selain itu baik
pelaku usaha maupun konsumen hendaknya memiliki iktikad baik dalam
melaksanakan kontrak.

vii





